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Dalam rangka menindak lanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan 
dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan 
penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 
menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan 
Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) 
Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes. Untuk itu 
penting bagi pemerintah desa mencari solusi demi menghambat perkembangan covid-19 di 
daerah desa melalui revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dengan 
menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2017), penelitian ini akan mengkaji dan melihat 
bagaimana kebijakan pemerintah Desa Pontag Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa 
Selatan dalam mengiplementasikan arahan presiden tersebut. Kebijakan disini akan dikaji 
dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Said Zainal Abidin (dalam Herabudin 
2016) tentang kriteria mengukur kebijakan pemerintah. Menurutnya dalam mengukur 
kebijakan pemerintah dapat menggunakan kriteria efektifitas, efisiensi, cukup, dan terjawab. 
Temuan penelitian menggambarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Pontak 
berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena bencana non alam ini terjadi secara tiba-
tiba, dan membuat pemerintah desa dan masyarakat belum memilikki kesiapan yang baik untuk 
menghadapinya. 
 




In order to follow up on the President's directives regarding the priority of using village 
funds to strengthen the joints of the economy through Village Cash Work (PKTD), and 
strengthening public health through prevention and handling of COVID-19. The Ministry of 
Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration of the Republic of Indonesia 
issued Circular Letter Number 8 of 2020 concerning Covid-19 Response Villages and Affirmation of 
Village Cash Workforce. The scope of this Circular Letter includes (1) Confirmation of PKTD, (2) 
COVID-19 Response Villages; and (3) Explanation of APBDes changes. For this reason, it is 
important for the village government to find solutions to inhibit the development of Covid-19 in 
rural areas through the revision of the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes). Using 
qualitative methods (Sugiyono, 2017), this study will examine and see how the government policies 
of Pontag Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency in implementing the presidential 
directives. The policy here will be examined using the approach proposed by Said Zainal Abidin (in 
Herabudin 2016) regarding the criteria for measuring government policy. According to him, in 
measuring government policy, it can use the criteria of effectiveness, efficiency, sufficient, and 
answered. The research findings illustrate that the policies set by the Pontak Village government 
based on the research results have not been optimal because this non-natural disaster occurred 
suddenly, and made the village government and the community not yet have good readiness to face 
it. 
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PENDAHULUAN 
Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang 
menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO Semenjak Januari 2020 telah menyatakan 
dunia masuk kedalam darurat global terkait virus ini. World Health Organization (WHO) 
menetapkan virus Corona atau Covid-19 sebagai pandemi, karena telah menyebar ke lebih dari 
200 negara di dunia. Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat 
bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020. (Koesmawardhani, 2020).  
Kabupaten Minahasa Selatan saat ini jumlah terkonfirmasi dirawat 36, sembuh 93, 
meninggal 8 jiwa total 137 jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa perlu perhatian khusus terkait 
pencegahan penyebaran Covid-19 dan garda terdepan pemerintahannya adalah desa sehingga 
peran desa perlu dioptimalkan. 
Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 
berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. (HAW. Widjaja, 2012: 3). Dan desa juga 
memiliki perangkat kerja yang mengatur daerah tersebut untuk kepentingan bersama, biasa 
disebut Pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 
6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). 
Dalam rangka menindak lanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan 
dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan 
penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 
menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan 
Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) 
Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes. 
Oleh karena desa adalah daerah otonom, dalam kemandiriannya maka dibuatlah 
sebuah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang kepala desa 
untuk sekali masa jabatan (RPJMDes). Selain RPJMDes, pemerintah desa juga harus menyusun 
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang berkaku untuk satu tahun (RKP). Tentu saja RKP ini 
haruslah sesuai dengan yang ada dalam RPJMDes. Hal ini didukung melalui Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
Untuk itu penting bagi pemerintah desa mencari solusi demi menghambat 
perkembangan covid-19 di daerah desa melalui revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDes). 
Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang disebut dalam edaran ini adalah, desa 
diinstruksikan untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua 
elemen perangkat desa, tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan 
Pendamping Desa. Nantinya Relawan akan memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran, 
penanganan terhadap warga korban Covid-19, dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah. 
Implementasi kegiatan Relawan antara lain, sosialisasi Covid-19, pendataan penduduk 
yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, menyiapkan ruang isolasi, melakukan penyemprotan 
disinfektan, pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam 
Pengawasan (PDP), serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan 
dalam rangka Physical Distancing. Sedangkan dalam konteks penanganan, Relawan dapat 
merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk 
melakukan isolasi diri baik dirumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi 
yang telah disiapkan desa. 
Implementasi pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan oleh Relawan melalui 
arahan dari SE No. 8/2020 dapat sangat efektif jika diterapkan secara baik oleh semua desa di 
Provinsi Sulawesi utara khususnya untuk menghadapi penambahan ODP. Oleh karena itu 
Pemprov dan Pemkab harus memastikan bahwa semua desa telah membentuk Relawan Desa 
Lawan Covid-19. 
Selanjutnya untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi 
ini pemerintah pusat telah membuat program PKTD yaitu, (1) Dana Desa digunakan dengan pola 
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PKTD, melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi 
tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa; (2) Pekerja diprioritaskan bagi anggota 
keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal 
lainnya; (3) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan (4) Pelaksanaan kegiatan PKTD 
mengikuti ketentuan menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya 
minimum 2 meter. Melihat data pasien positif corona di Sulawesi Utara yang tiap bulannya 
meningkat, hal itu dikarenakan masyarakat menganggap remeh kebijakan tersebut. Semakin 




 Konsep Kebijakan 
Secara umum kebijakan dapat diartikan suatu konsep atau rencana dasar pemerintah 
atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Dalam 
meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini dapat juga disebut sebagai 
kebijaksanaan. 
Kebijakan secara etimologi dalam bahasa Yunani adalah “Polis” yang artinya adalah 
kota. (Heinz Weihrich dan Haroid Koontz, 1993:123) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mengartikan kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar 
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 
pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk 
manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 
Pendapat Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2012: 7) mendefinisikan 
kebijakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan 
kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna 
dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan publik ialah segala 
sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, karenanya suatu kebijakan harus 
dilakukan dan apakah mafaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan supaya 
kebijakan yang dibuat bermanfaat besar maupun kecil bagi warganya dan juga tidak 
menimbulkan persoalan yang merugikan, meskipun tetap ada yang diuntungkan dan ada yang 
dirugikan, inilah letaknya pemerintah harus bijaksana untuk menetapkan sebuah kebijakan. 
Adapun kebijakan yang diterapkan di pemerintah yaitu: 
1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan 
baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan 
wilayah atau instansi yang bersangkutan. 
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk 
tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. 
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. 
 Serupa dengan Carl, Bullock et.al berpendapat sebagaimana dikutip oleh Herabudin 
(2016:46) kebijakan adalah keputusan yang diikuti langkah tindakan yang bersasaran untuk 
mencapai tujuan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, kebijakan sebagai sesuatu konsep 
meliputi: 
1. Ketetapan, yaitu ketentuan-ketentuan tertentu yang memiliki pengaruh mengikat, baik 
ke dalam maupun keluar dari pembuat kebijakan. 
2. Maksud, yaitu mencapai tujuan-tujuan tertentu atau mengatasi permasalahan tertentu. 
3. Keputusan, yaitu untuk melakukan ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. 
4. Sesuatu proses pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan. 
Dari dua pendapat di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kebijakan 
memiliki makna yang berbeda dengan keputusan. Kebijakan pada dasarnya merupakan hasil 
dari proses pengambilan keputusan yang harus ditindaklanjutinya dengan pelaksanaan 
keputusan tersebut. Dengan demikian, setiap kebijakan ialah keputusan, sedangkan keputusan 
belum tentu menjadi kebijakan. 
Menurut Budiardjo, sebagaimana dikutip oleh Faried dan Andi (2016:11) merumuskan 
kebijaksanaan sebagai sesuatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau 
kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan, 
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sedangkan keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Dalam kebijakan 
akan ditemukan sejumlah keputusan, dan setiap keputusan berada dalam proses pengambilan 
keputusan. Ketika sejumlah keputusan dikumpulkan maka hal itu akan terwujud sebagai 
kebijakan. Perbedaan keduanya berada pada konteks operasional, yang pada hakikatnya 
mengandung arti yang sama yaitu adanya pilihan sejumlah laternatif yang dirumuskan dan atau 
yang diambil. 
Selanjutnya menurut Faried & Andi (2016:7) kebijakan haruslah diartikan sebagai 
pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam 
pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Di dalam kerangka itulah, 
pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuasaan (power) dan wewenang (autority) yang dapat 
dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan 
terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak. 
Adapun pendapat Anderson sebagaimana dikutip Winarno, konsep kebijakan 
merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau 
sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2002 : 18). 
Kebijakan dibuat oleh pemerintah agar dapat menyelesaikan masalah yang ada pada 
suatu negara maupun suatu daerah. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kebijakan pemerintah 
tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi. Ketertarikan 
birokrasi dengan kebijakan pemerintah sangat erat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Ini disebabkan karena birokrasi adalah “aktor” atau “pelaku” dalam perancangan, 
pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah. 
Demi tercipta kebijakan yang tepat perlu adanya formulasi (perumusan) karena ini 
merupakan suatu hal penting dalam proses kebijakan. Tahap ini dianggap sebagai tahap 
fundamental dalam sebuah siklus kebijakan. Dengan kata lain, formulasi kebijakan pemerintah 
adalah inti dari kebijakan. 
Dalam menyusun formulasi kebijakanpun perlu pengkajian dan keseriusan dari aktor 
yang terlibat dalam pembuat kebijakan untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam 
formulasi kebijakan. Adanya kekeliruan atau kesalahan dalam formulasi kebijakan akan 
berdampak pada proses implementasi sehingga tujuan kebijakan, khususnya dalam kebijakan 
pemerintah dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak tercapai. Standar 
dalam pembuatan sebuah kebijakan, dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria penentuan 
kebijakan yang dikemukakan oleh Said Zainal Abidin (dalam Herabudin 2016: 40) yaitu sebagai 
berikut: 
1. Efektivitas, yaitu mengukur alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif 
kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. 
2. Efisiensi, yaitu dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Termasuk 
pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD). 
3. Cukup, yaitu suatu kebijakan dapat mancapai hasil yang diharapkan dengan sumber 
daya yang ada. Termasuk pihak-pihak yang terkait di dalam penanggulangan Covid-19 di 
Desa Pontak. 
4. Terjawab, yaitu kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan suatu golongan atau 
masalah tertentu dalam masyarakat. Termasuk mengukur apakah kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah desa tepat pada sasaran penanggulangan masalah Covid-19 di desa 
pontak. 
 
 Pemerintah Desa 
Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disana dituliskan bahwa desa 
memiliki otonomi dalam mengatur wilayahnya. Kepala desa sebagai pemimpin desa yang 
diberikan tugas dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas 
pemerintah tertentu (Undang-Undang). Sedangkan desa yang dibentuk karena pemekaran 
ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, 
ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri. 
Desa merupakan kesatuan hukum yang mempunyai batasan wilayah, yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 
adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia. (Silahudin, 2015: 36). 
Desa adalah garda depan dari sistem pemerintahan, kepala desa bertanggung jawab 
pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam 
menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa menurut 
Borni Kurniawan (2015:27) ada dua hal yaitu, sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan 
b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan 
Camat. 
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku penanggung jawab utama dalam 
bidang pembangunan, Kepala Desa bisa ditolong lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, 
sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretariat desa, kepala seksi, dan kepala 
dusun berada dibawah serta tanggung jawab Kepala Desa, sedangkan kepala urusan berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa. 
 
 Konsep Pandemi Covid 19 
Pandemi berasal dari bahasa Yunani pan yang artinya semua dan demos yang artinya 
orang. Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya 
beberapa benua, atau di seluruh dunia. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya 
karena tersebar luas atau membunuh banyak orang melainkan penyakit atau kondisi tersebut 
juga harus menular. sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (variola) 
tuberkulosis, pandemi influenza 1918 (flu Spanyol) dan pandemi flu 2009 atau "H1N1". Salah 
satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–
200 juta orang pada abad ke-14. 
Menurut Yuliana secara historical context, Covid-19 merupakan penyakit menular yang 
mulai berkembang di tahun 2019 yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama di seluruh 
dunia. Awal keberadaannya yaitu berasal dari Wuhan, Tiongkok. (2020: 188). Dampak dari 
terkenanya Covid-19 bagi individu yang terinfeksi yaitu akan mengalami gangguan pernafasan 
ringan hingga dapat menyebabkan kematian. (Sumber orldometers.info/coronavirus). 
Riant N, Firre A. S, Indriyani W, Evelina F F mengutip pernyataan dari WHO (2020: 9), 
Covid-19 menular melalui orang yang telah terinveksi virus corona. Penyakit dapat menyebar 
melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinveksi ini bersin atau 
batuk. Tetesan ini kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu disentuh dan 
orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Virus Covid-19 juga bisa 
menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang 
terinfeksi corona. 
Kemudian pada tanggal 26 Maret 2020, WHO mengeluarkan enam strategi prioritas, 
untuk dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid 19 meliputi; memperluas, 
melatih, dan menyebarkan pekerja layanan kesehatan; menerapkan sistem untuk menemukan 
kasus yang diduga; meningkatkan produksi tes dan ketersediaannya; identifikasi fasilitas yang 
dapat diubah menjadi pusat kesehatan virus Covid 19; mengembangkan rencana untuk 
mengkarantina korban kasus Covid 19; dan refokus langkah pemerintah untuk menekan virus.  
Kemendagri menjelaskan dalam buku pedoman umum menghadapi pandemi Covid 19, 
Corona Virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, 
seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penularannya 
dari hewan ke manusia ( zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. 
Untuk covid 2019 masih belum jelas bagaimana penularannya, dicurigai dari hewan ke manusia 
karena kasus-kasus yang muncul di Wuhan semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar 
hewan huanan. Covid adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya 




Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. 
(Sugiyono 2017:8), yang akan mengkaji Kebijakan yang pemerintah Desa Pontak Kecamatan 
Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pontak 
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akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Said Zainal Abidin (dalam 
Herabudin 2016: 40) yang mengemukakan tentang kriteria pembuatan kebijakan yaitu: 
Efektivitas, Efisiensi, Cukup, dan Terjawab. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
melakukan observasi, wawancara dengan informan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan 
dengan melakukan display data, dan diakhir dengan melakukan penarikan kesimpulan.  
 
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA PONTAK MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 
Hasil penelitian tersebut dibahas dengan menggunakan teori dari Said Zainal Abidin 
dalam Herabudin 2016:40, yang menjelaskan ada empat ukuran kriteria penentuan Kebijakan 
Pemerintah yaitu Efektivitas, Efisiensi, Cukup, dan Terjawab dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Efektifitas 
mengukur alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat 
menghasilkan tujian akhir yang diinginkan. Efektifitas, merupakan suatu alternatif kebijakan 
yang dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan dalam hal ini adalah pemerintah desa 
bertanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah desa tercapai dalam 
menghadapi pandemi Covid-19. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, untuk memastikan sasaran 
yang ingin dicapai maka pemerintah desa melakukan himbauan tentang pentingnya mematuhi 
protokol kesehatan pada sama pandemi Covid-19 seperti memakai masker ketika beraktivitas 
diluar rumah, rajin mencuci tangan, sedapat mungkin selalu menyediakan hand sanitazer, 
menjaga jarak, kemudian pemerintah juga melakukan sosialisasi tentang bahayanya Covid-19 
bagi manusia. 
Selain itu, untuk dipastikannya bahwa sasaran yang diinginkan tercapai, pemerintah 
membentuk petugas satuan tugas Covid-19 untuk melayani masyarakat baik dalam mengawasi 
aktivitas keluar masuknya masyarakat luar desa Pontak, menjaga wilayah desa Pontak dengan 
menyediakan tempat untuk mencuci tangan, menyemprotkan cairan disinvektan ke seluruh 
wilayah desa. 
Petugas satuan ini juga salah satu perannya ialah di garis depan setelah tim kesehatan 
desa yang turun langsung di lapangan untuk menjaga masyarakat desa Pontak. Mereka 
ditugaskan dengan diawasi langsung oleh pemerintah desa, agar sasaran kebijakan yang ingin 
dicapai boleh dilaksanakan dengan baik dan desa pontak tetap dalam keadaan aman meski 
situasi tidak kondusif. 
 
b. Efisien 
Dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Efisiensi, 
merupakan kebijakan pemerintah yang akan memastikan setiap dana yang digunakan harus 
sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. 
Wawancara dengan Pemeritah Desa Pontak bapak Kharter Rumondor , mengatakan 
anggaran untuk menghadapi Covid-19 sebesar Rp. 30.000.000 juta rupiah yang digunakan untuk 
membeli masker bagi seluruh masyarakat desa pontak, membuat wadah untuk mencuci tangan 
di wilayah desa Pontak, memberikan sembako kepada masyarakat, pengadaan penyemprotan 
disinvektan di wilayah desa Pontak, pengadaan alat pelindung diri bagi tim medis dan satuan 
tugas yang bekerja di garda terdepan di wilayah desa Pontak. 
Menurut bapak selaku Tokoh Masyarakat Pontak, mengatakan bahwa setiap dana yang 
pemerintah desa gunakan belum sepenuhnya bisa memuaskan hati masyarakat oleh karena 
lambatnya kinerja pemerintah desa disebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, 
namun demikian sikap pemerintah desa yang berusaha menjalankan tanggung jawab meski 
dengan keterbatasan sudah baik. 
Dari keterangan yang disampaikan oleh pemerintah desa bahwa dana 
penganggulangan Covid-19 itu ada pada angka Rp. 30.000.000 Sedangkan jika peneliti melihat di 
infografis Laporan APBDes Desa Pontak Tahun 2020 ada pada angka 19.525.000, Artinya jika 
peneliti juga membandingkan dengan keterangan yang disampaikan oleh masyarakat 
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bahwa soal dana yang digunakan oleh pemdes yang tidak memuaskan, maka dapat 
dikatakan dana penanggulangan Covid-19 tidak transparan pada publik. 
 
c. Cukup 
suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada. 
Pemerintah Desa dalam hal ini bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diharapkan 
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 
Meskipun pemerintah desa kekurangan sumber daya namun, sebagai bentuk tanggung 
jawab pemerintah desa kepada masyarakat, maka harus berupaya semaksimal mungkin 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khusunya dalam menghadapi masalah 
pandemi Covid- 19. 
 
d. Terjawab 
Dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab akan hasil dari kebijakan yang 
telah dibuat apakah memang kebijakan itu telah berhasil sesuai dengan yang ingin dicapai. 
Masyarakat merupakan objek yang merasakan setiap kebijakan yang telah dibuat oleh 
pemerintah, jika masyarakat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah maka 
benarlah bahwa setiap kebijakan yang dibuat telah mennyelesaikan masalah yang sedang 
dialami. 
Temuan penelitian menunjukkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
pemerintah Desa Pontak, menyebabkan pemerintah desa kewalahan mengatasi pandemi Covid-
19, karena bencana yang datang dengan tiba-tiba. Selain memperhatikan empat ukuran kriteria 
penentuan Kebijakan Pemerintah, yaitu empat hal Efektivitas, Efisiensi, Cukup, dan Terjawab, 
yang adalah mengukur alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan, dana 
yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai, suatu kebijakan dapat mencapai hasil 
yang diharapkan dengan sumber daya yang ada, kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan 
suatu golongan atau masalah tertentu dalam masyarakat. Maka, perlu juga pemerintah Desa 
membuat aktivitas analisis dalam kebijakan pemerintah terbuka terhadapa peran serta disiplin 
ilmu lain. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan kebijakan pemerintah, kenyataan praktis 
dan pandangan teoritis harus terintegrasi secara bersama-sama. Pada pratiknya kebijakan 
pemerintah harus mengembangkan mekanisme jaringan aktor karena melalui mekanisme 
jaringan aktor, tercipta jalur-jalur yang bersifat informal, yang cukup bermakna dalam 





1. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Pontak berdasarkan hasil penelitian belum 
maksimal karena bencana non alam ini terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan 
ditambah lagi dalam menghadapi masalah ini pegawai pemerintah desa tidak memiliki 
kemampuan yang mumpuni untuk dengan cepat melakukan pelayanan kepada masyarakat 
desa Pontak. Belum lagi ada perbedaan pendapat diantara pengurus pemerintah desan 
maupun diantara anggota pemerintah desa menjadikan keterlambatan dalam mengatasi 
musibah non alam pandemi Covid-19 ini, sementara itu virus masih ada dan sampai saat ini 
belum ada vaksin yang tepat untuk menyembukan orang yang terpapar oleh virus Covid-19. 
2. Kebijakan Pemerintah Desa dalam hal ini, desa Pontak menjadi sangat penting untuk 
menanggapi masalah Covid-19, untuk itu kepala desa beserta dengan rekan-rekan dan tim 
yang telah dibuat untuk menemukan solusi yang cepat dan tepat agar tidak menambah 
kesulitan baik bagi pemerintah juga masyarakat desa Pontak, meskipun belum ditemukan 
vaksin yang tepat untuk dapat menangkal Covid-19 masuk ke dalam tubuh manusia 
pemerintah desa harus bekerjamasa dengan pihak lain untuk mencegah hal ini terjadi di 
wilayah desa Pontak. 
3. Pemerintah Desa Pontak dalam melakukan pengelolaan anggaran Covid-19 tidak transparan 
sehingga tafsiran publik berbeda dengan infografi APBDes. 
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